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DRAF ARTIKEL ILMIAH

KONFLIK KEPARIWISATAAN
DI PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT
(KAJIAN BENTUK, FUNGSI, MAKNA

Oleh Hasanuddin § §

PENDAHULUAN @ @
Kepariwisataan, bagi Sumatera Barat, mer tor a%embangunan
i sa

otensi yang bésar bahkan untuk

semua jenis pariwisata, baik alam, budaya,sejarah, b@ pertanian, maupun

@bagai Gerbang Barat

Indonesia. Visi itu akan sanga ung beradaan bandar udara

Minangkabau Internationawir IA) ya@elah diresmikan pada akhir

tahun 2005 dan perluasa -:% Telu@ur (Kompas, 15 Maret 2005).
Yol

Pilihan itu didasarivs ningkatan kesejahteraan ekonomi
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masyarakat. Struktur atera Barat masih didominasi oleh
sektor pertanian (5 mun de@ lahan budidaya yang sangat terbatas,

yaitu hanya dari/luas @1 propinsi ini. Kondisi itu tidak tertolong
karena sumb lam imiliki juga terbatas dan tanpa migas. Hal itu
sulit unt angka ejahteraan penduduk yang rendah. Kondisi
rend hr&ykat %hteraan penduduk terlihat pada beberapa indikator,
se@%; P la konsumsi; dan tahapan kesejahteraan, seperti
diper an Has din (1999, 2000). PDRB per kapita Sumatera Barat,
sebelun krisis lebih rendah daripada tiga propinsi tetangganya dan bahkan
lebih rendah daripada nilai rata-rata nasional (PDB per kapita), sebagaimana
tabel berikut.



Komparasi PDRB/Kapita Sumbar
Dengan Tiga Propinsi Tetangga dan PDB, 1994-1996 (Rp 000)

No Wilayah Dengan Migas Tanpa Migas

1994 1995 1994 1995 1996
1 | D.I. Aceh 3.074,6 3.326,4 | 1.582,5 -
2 | Sumatra Utara 1.989,4 2.231,4| 1.951,6 -
3 | Riau 4.884,1 5.517,7 1.897,74 -
4 | Sumatra Barat 1.704,6 1.888,4 | 1.704 2.177,32
5 | PDB Indonesia 2.004,6 2.334,9 | 1.828,85 —=2.706,28

Program otonomi daerah dengan k Gral yang ideal

(nagari), menjadi sinergik dengan progfam ngembangdn kepariwisataan

Sumber: PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia 1993-19 % @
v= basi

berbasis budaya. Otonomi daerah, di satu enun mbangunan sentra-

sentra ekonomi baru yang tentu saj lit diand ari sumberdaya alam

isatqadysemakin disadari sebagai
'buktikan oleh Bali, mampu
memberi multiple effect, befypapeningk Pendapatan Asli Daerah melalui

erja c@@sempatan berusaha baru, dan
i %%? isasi budaya. Sebab, produk industri

yang terbatas tadi. Oleh karena it ari

sektor ekonomi potensial, (;

n kepariwisataan Sumatera Barat tidak bebas
, konflik seolah-olah muncul dari kekuatiran terhadap
sebagai pollutant terhadap sistem nilai (adat dan

anut. Alasan itu yang mendasari konflik di objek wisata
Maninjau dal@asan wisata lainnya. Dengan dasar itu Pemerintah Daerah
Sumatera Barat menyosialisasikan kebijakan clean tourism (pariwisata bebas
maksiat) pada 1997. Kebijakan itu menyiratkan sikap kompromistik terhadap
dua tuntutan yang paradoks dalam pengembangan kepariwisataan di Sumatera
Barat, yaitu: tuntutan progressif-ekonomik sekaligus tuntutan ekspressif-etik
(Hasanuddin, 1999, 2000. op.cit.). Dengan kata lain, kebijakan pariwisata

bebas maksiat itu menggambarkan sikap kompromistik atas dikotomi potensi



konstruktif (terutama secara ekonomik) dan dampak destruktif (terutama
secara kultural) kepariwisataan. Hal itu sesungguhnya sekaligus juga mem-
perlihatkan sikap ambiguitas Pemerintah Daerah dan masyarakat Sumatera

Barat dalam mengembangkan kepariwisataan.

Kabupaten Padang Pariaman sesungguhnya iliki peluang dan

ena di samping

ekaya keunikan
budaya masyarakatnya. Namun, pengemban i i)di kabupaten
oflik-korflik di o wisata terjadi,

-,-,

bahkan dalam ekspresinya yang anarkhis, A di Ma@ Anai tahun 2000.

Pemicu konflik, sebagaimana @at ke e@an, adalah karena issu

an tetapisada indikasi penyebab lain.
Pertama, objek wisata Anai(%es gan faslizt lapangan golf; belasan villa;

dan bumi pekemahan, yangeerdir di sar@g puing-puing kehancuran objek
giwgﬁundan flik. Kedua, ada indikasi hubungan

tempat usnya pemuda dengan ninik mamak

efl tingk ri) tidak harmonis. Ketiga, secara sosio

ilandasi faktor ideologis semata, yang dapat

ptual-ideologis pula, akan tetapi membentuk

leks pada tataran praktis.

g built in pada masyarakat Minangkabau Sumatera
A ari oleh para pakar sosio kultural Minangkabau, akan
tetapi serinkonflik itu tidak dikelola dengan baik oleh pemegang
kekuasaan. Hal itu kontra produktif terhadap program pengembangan
kepariwisataan dan program pembangunan lainnya dalam mewujudkan
Sumatera Barat menjadi pintu gerbang Barat Indonesia. Oleh karena itu,
penjelasan terhadap berbagai hal tentang konflik (bentuk, pelaku, substansi,
aspirasi-aspirasi dan tuntutan-tuntutan yang mendasari konflik, serta fungsi dan

makna konflik itu), perlu diberikan secara objektif-ilmiah, agar dapat menjadi



dasar bagi semua pihak (termasuk pemerintah selaku pengambil keputusan)
dalam menentukan langkah-langkah progresif dan atau dalam memberikan

partisipasi bagi pembangunan dan pengembangan masyarakat ke masa depan.

PENDEKATAN
Paradigma Fakta Sosial Durkheim, menawarkan peridekatar /analisis konflik di

2 g memiliki
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kedudukan sentral dalam kehidupan manusia. ] dilenyapkan,

bahkan menjadi dasar bagi integrasi dg engan begitu,

‘Elabila diatur melalui

364, Ritzer, 1985).

konflik merupakan sesuatu yang positif o

mekanisme tesis-antitesis-sintesis
(Dahrendorf, 1986; Smith, 1987: 7@man
Dalam memahami dinamj syarakd angkabau, penggunaan teori
Konflik adalah pilihan yan@@bab, cara flosofis, orang Minangkabau
hidup dalam dialektik b%@ akaj %bersebab-berakibat), karena itu
984 59-6@k dalam masyarakat Minangkabau
built in, dan konflik prembad angka@g'namikaan, sesuai konsep basilang kayu
dala tungku, itako @ (bersilang kayu dalam tungku, dengan
n hid asroen, 1971; Naim, 1983). Artinya, konflik
i konflik-konflik itu diharapkan lahir konsensus-konsensus

mereka dinamis (Navi

begitu maka ap

diperlukan day

dan sinteségzin Bsis ral (Hasanuddin, 1992; 1999).
C realj asyarakat Minangkabau adalah masyarakat tribal,

ter kelo elompok kecil yang mandiri dan otonom, namun keluar
secara totali@alah satu. Falsafah hidup mereka mengajarkan kesamaan
dan persaingan, Yetapi juga harmoni atau keseimbangan, yang menyebabkan
konflik dalam masyarakat mereka menjadi sesuatu yang Ilumrah dan
diniscayakan terjadi. Persaingan, permusuhan, dan bahkan kadangkala juga
peperangan, terjadi tidak saja antar suku dalam suatu kesatuan teritorial

nagari, melainkan juga antar nagari-nagari yang berdekatan (Radjab, 1970: 16,



Mansyur, 1970). Konflik-konflik seringkali terjadi, namun konsensus juga selalu
dihasilkan. Naluri berkonflik diimbangi dengan kemauan berkonsensus.
Konflik terbesar dalam sejarah sosial Minangkabau adalah antara Adat

dan Islam yang diaktualisasikan oleh pendukung kedua ajaran itu. Konflik yang

mendasar tersebut mencapai puncaknya pada paro abad ke 19, yang
memuara menjadi Perang Paderi (1821-1837) konflik adalah
at. Namun

r@an kelompok

n pihak ketiga,
ang terpenting dari

p&keras dan sentralnya, tetap tidak
filosofi hidup mereka adalah:

mahampang malapeh@r Iduik-i (mengempang-melepaskan,
membunuh-menghigagi rakan i yang radikal, yang berlanjut menjadi
perang mela n&lis B&elama 34 tahun, tidak serta merta
membasmi a}%rekat @arlyah (Navis, 1983: 70-71). Demikian pula

terhadap K@at, @v Paderi menurut Schrieke (1973: 32, ibid),

bukanla@; enertang adat dan kerajaan Pagarruyung, melainkan gerakan
id ma ynt

TINJAUAN PUSTA

Kajian awal kepariwisataan memperlihatkan secara kuantitatif signifikan bahwa

embersihkan kehidupan masyarakat dari perbuatan

pariwisata (internasional atau domestik) adalah industri yang sangat potensial.
Pariwisata tidak saja penghasil devisa, akan tetapi juga mendorong pertum-
buhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja

dan kesempatan berusaha, dan memberdayakan serta meningkatkan taraf



perekonomian masyarakat daerah tujuan wisata setempat. Hal itu tidak
semata-mata disebabkan dampak ekonomi pariwisata lebih terukur dan terbaca
secara kuantitatif, akan tetapi lebih diwarnai oleh optimisme bahwa manfaat
ekonomi pariwisata tertuju bagi masyarakat daerah tujuan wisata setempat
(Cooper dan Archer dalam Theobald ed. 1994: 73-91).

Di samping penelaahan-penelaahan tenta am positif kepari-
wisataan secara ekonomik di atas, penelitian pari terhadap

wisataan di Hawaii telah menimbulkan ko

kebudayaan dan lingkungan juga telah baila k Rohter, dengan
gamblang menggambarkan bahwa pem dan peigig?bangan kepari-

Znsi lin an yang parah dan

terjadinya erosi nilai tradisional (Roht 992).
Para peneliti kepariwisataad _di Bdli meduhy

pariwisata, sebagaimana dHyghj padg>tahun 1970-an, ternyata setelah
puluhan tahun tidak tert dj %87). Dampak negatif pariwisata
hanya pada “kulit luar”, @ enye ada “inti” kebudayaan Bali (Astika,

hKah pad rapa aspek, pariwisata dapat dikatakan

1991; Mantra, 1990)Ba
pemerkokoh k@\b Bali. n terjadi perubahan, perubahan tersebut

masih berada pa us ke e@u annya (Pitana, 1992).
I Ma na (20Q4)/mengungkap konflik kepariwisataan di Sulawesi

Utara. Da penelitizbnya, Sudana mengungkapkan bahwa dalam pelestarian

Ta astefial Bo ani Wartabone sebagai objek wisata terjadi konflik.
Ko sebu secara vertikal dan hosrizontal. Konflk vertikal
disebabkan tanggapnya pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan
rakyat, akibatnya“partisipasi masyarakat gagal digalang. Sementara itu, konflik
horizontal disebabkan oleh perebutan lahan mencari nafkah antar sesama
warga, dari objek wisata.

Beberapa penelitian awal tentang kepariwisataan Sumatera Barat telah
pula dilakukan. Roza Dewita meneliti tentang pengaruh keberadaan objek

pariwisata terhadap pekerjaan dan pendapatan masyarakat di sekitarnya



(Kasus: Anai Resort dan Golf Course) di Padang Pariaman. Sejumlah 312 dari
470 orang yang bekerja disana adalah penduduk sekitar, namun mereka berada
pada level bawah dalam struktur pekerjaan, yaitu sebagai pekerja harian.
Meskipun status pekerjaan mereka tidak berubah dari buruh tani menjadi
pekerja harian, mereka lebih memilih bekerja di Anai%karena pekerjaan

gaxy usaha baru dan

peningkatan kualitas pekerjaan tidak terlihat, kar Qbjek wtu bersifat

enclave tourism. (Dewita, 1996: 44). O
aIam Sumatera

ngan manusia. Hal

Thomas Daniel Huerst menyatakd

Barat dan Indonesia secara umum telah

visa bagi kebanyakan /fHegs
kepariwisataan Sum 4@? .

Sebelu y@ 199 anuddin meneliti tentang Clean Tourism,
Konflik, dan I;%y'tas d Ia%epariwisataan di Sumatera Barat. Hasanuddin
menjelaska kepa@aan Sumatera Barat tidak bebas konflik, karena

citra dan k

SOSj ta inapgkabgu. Oleh karena itu, kepariwisataan cenderung ditolak.
Me egitus a sosio kultural masyarakat Minangkabau memiliki sikap
kompromistin gagasan clean tourism (pariwisata bebas maksiat)
merupakan wujud kompromistik tersebut.

Semua penelitian di atas bersifat parsial dan belum mengungkap
persoalan kepariwisataan Sumatera Barat secara holistik. Hasanuddin, sekalipun
mencoba mengupas persoalan konflik dan konformitas dalam pengembangan
kepariwisataan di Sumatera Barat, pembahasannya masih fokus pada persoalan

konsepsional yang didukung data pada satu situs penelitian. Konflik struktural



dalam masyarakat Minangkabau ternyata jauh lebih kompleks daripada konflik
konsepsional ideologis, sebagaimana digambarkan Hasanuddin. Dan yang
‘mengejutkan’ adalah adanya fenomena bahwa kepariwisataan hanyalah
‘pemicu’ meletusnya konflik laten dalam kehidupan sosjal yang semraut dan
terkontaminasi secara kultural. Dengan begitu, pen n konflik tersebut

seyogianya tidak sekadar pada hal-hal teknis yang y angkut kepariwisataan

saja akan tetapi meliputi usaha harmonisasi hub hubungan

sosial, bahkan restrukturisasi sosio kultural. %@

KONSEPSI
Orang Minang mengklaim diri mere b
fleksibel sebagaimana diajarkan olé@
jadi guru. Hal itu ditandai oleh @3

tapian barubah, patah tun@ hilahg bagoanti (sekali air besar, sekali tepian
berubah; patah tumbuh%@ ergang ksudnya, falsafah alam mereka

memberikan berbagai Si te dinamikaan dan perubahan yang
alamiah dan tak m |hambh karena itu, fleksibilitas dalam hidup
sangatlah dipe u@r ana @ Minangkabau itu mampu kreatif, dinamis,
dan berwawa%s dall&nenghadapi berbagai persoalan hidup, maka
secara sosia meakan tradisi merantau. Dari perantau-perantau
itulah -|de baharuan, seperti ide-ide pembaharuan adat dan
kehj n ga %Iam) abad ke-19, ide-ide nasionalisme abad ke-20,

-ide i kebangsaan yang mengacu ke peradaban Barat yang

%%)

maju seperti arkan oleh Sutan Takdir Alisyahbana.

Namun demikian, secara bersamaan, mereka juga memegang konsep
adat nan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan (adat nan tidak
lakang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan) sebagai pondasi adat yang tidak
boleh berubah. Konsep sakali aie gadang sakali tapian berubah sekaligus juga
menjadi peringatan terhadap mereka agar melakukan berbagai tindakan

antisipasi agar air gedang itu tidak terjadi. Ide-ide yang terefleksi dalam



berbagai perdebatan intelektual dan kultural termasuk dalam bentuk “sastra
protes”, sejak awal abad ke-20, mencerminkan ketidaksediaan mereka
menerima akibat logis dari sikap terbuka terhadap dunia maju. Berbagai kritik
terhadap tradisi, sesungguhnya ditujukan kepada sistem perilaku daripada

gugatan terhadap struktur dan dasar moralnya (Abdull 84).

Ada dua kecenderungan sekaligus yang a , iaitu berupa

syarak§tMinangkabau
n &) paradok ini

“dorongan” dan “hambatan” dalam fenomena kult

dalam mendukung keterbukaan dan kemj@.

tercermin  juga dalam isasi, tempat

berkembangnya dengan amat pesat ind 5 i an. Globalisasi dan

(Wood, 1980). Sebagaima riukakag>oleh Wood, dalam model ‘bola-

iwisa %ara langsung atau melalui objek

perantara (broker kebydayaqn), m@@am objek yang diam (kebudayaan

daerah). Dalam hal /rj aya@sumsikan sebagai sesuatu yang diam,
tidur, atau pasj c@ogen. @

Kepariw% bagi atera Barat di satu sisi didambakan (secara

ekonomik) kalig ditakuti dan ditolak (secara etik-kultural). Ketakutan

yang ac@ gb sampai pada kesimpulan Brohman (1996: 55) bahwa
per parivisat ai paspor untuk pembangunan harus dikaji ulang,

kan m lkan kolonialisme baru dalam bentuk ketergantungan
(dependeenc@ng begitu mencekik leher. Namun mereka menyadari
sepenuhnya bahwa dampak sosial-budaya pariwisata terhadap kelompok sosial
yang satu belum tentu sama —bahkan bisa bertolak belakang— dengan dampak
terhadap kelompok sosial yang lain. Demikian juga mengenai penilaian tentang
positif dan negatif, sangat sulit untuk digeneralisasi, karena sebagaimana
dikemukakan Pitana, penilaian positif atau negatif tersebut sudah merupakan

penilaian yang mengandung ‘nilai’ (value judgement), sedangkan nilai tersebut



tidak selalu sama bagi segenap kelompok masyarakat. Artinya, dampak postif
ataupun negatif masih perlu dipertanyakan, “positif menurut siapa dan negatif
menurut siapa?” Pitana, 1999). Dalam hal ini, mereka menyadari bahwa apa
yang dialami Bali sebagai sesuatu yang positif, belum tentu akan diperoleh

sama oleh mereka.
Sikap penolakan (counter trend) terhadap p u budayaan global
(budaya asing) dan kepariwisataan itu, sejalan d penda@aisbitt dan

Aburdene, menimbulkan hasrat untuk menega unika lyir dan bahasa
sendiri (Naisbit, 1990). Namun, hambai pelmbangapariwisataan di
Q)

Sumatera Barat tidak semata-mata akan tetapi juga

ketidaksiapan. Sehubungan dengan ity hambatan |, dalam konteks ini,

dalam kehidupan sosial

mengandung arti “segala sesuatu enjadi
suatu kelompok masyarakat; ba@a tatarologis maupun praktis, yang

disadari atau tidak, berup n (seghtatu yang masih utuh atau stabil)

atau kerusakan (sesuatu¥eddaz

dala si rusak), yang berperan sebagai
faktor penghambat bamban ariwisataan”.
Monografi Sing P ;

adan%naman
Kabupaten Pddang Paria@ alah satu kabupaten di sumatera Barat yang

menghada% Se

untuk budi pertanian (60,78%) dan 31,7% masih berupa hutan dan

semak belukar (BPPS, 2004). Secara administratif pemerintahan kabupaten

PEMBAHASA)

a Indonesia. Panjang garis pantai 60,5 Km dan luas

Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 45 nagari. Delapan belas
persen penduduk pada tahun 2000 bekerja pada sektor pertanian, dan 07,06%
bekerja pada sektor perdagangan. Pertumbuhan ekonomi setelah krisis
ekonomi pad 1998 adalah 4,68%. Pendapatan regional perkapita kabupaten ini
meningkat Rp 4,82 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 5,32 juta pada tahun

10



2003, dan 6,32 juta pada tahun 2004; dengan kenaikan 11,51 persen.
Penyumbang terbesar bagi PDRB tahun 2003 adalah sektor pertanian (29%),
diikuti sektor Jasa (18,12%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (15,44%),
dan sektor industri (15,70%) (Sekda, 2004).

Potensi Kepariwisataan

ng cukup

banyak, terutama wisata alam, wisata keaga kiydaya. Dari 17

Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi

upaten Padang

pa alam (pantai, air
terjun), sejarah, budaya, religius, ma objek wisagtaln
Satu-satunya daerah tujuar@ yang~\gh

adalah Anai Resort dengan faerupa inapan; lapangan golf; bumi
perkemahan, dan pemandQ am Tirta mi. Selain itu terdapat kawasan

Malibou Anai, Lubuk Bo% erjun ik, Gunuang Tigo, dan lain-lain.
Potensi wisata bahari t Pula antai Arta, Pantai Arga, dan Pantai
Tirta Bahari. Pote ota reli dan budaya terdapat makam Syekh

@G
Burhanuddin den vitas r,@ Utama pada bulan Syafar pada kalender
Hijriyah dan su ra

u fradlsional dengan berbagai ritual dan seremonial
pada buIan aulu@ﬂud nabi), bulan sambareh, bulan ramadhan,
dan seba . Dempi}
sec r admj
te%ra i J

secara Sosio aI. Tidak kalah penting adalah tradisi ikan larangan sebagai
modal sosial dalarth menjaga keseimbangan lingkungan. Di samping itu, potensi

jan pula objek kerajaan-kerajaan kecil yang sekalipun

if dalam sistem pemerintahan NKRI tidak eksis, akan

keberadaannya masih dipertahankan dan berperan

seni budaya daerah seperti: ulu ambek, indang, simarantang, rabab, dan
dabuih; juga merupakan aset yang eksotik.

Saat ini, sejak Pariaman resmi menjadi Kota dan Mentawai menjadi
kabupaten tersendiri, satu-satunya objek kepariwisataan kabupaten Padang

Pariaman yang memadai dengan fasilitas akomodasi dan daya tarik wisata

11



(golf, pemandian, dan perkemahan) hanyalah Anai Resort, di nagari Guguak
Kecamatan 2X11 Kayutanam. Namun, beberapa kawasan potensial untuk
pembangunan sarana akomodasi adalah daerah Katapiang (sekitar bandara
awasan industri dan
60,50 KM), Lubuk

ta_ Sicincin dan

internasional MIA), daerah Duku sebagai penunjang

bandara internasional, kawasan garis pantai (sepanj
Alung yang berkembang pesat sebagai kota

Kayutanam sebagai daerah peristirahatan.

Intinya, kabupaten Padang Pariaman (rens rensi &epariwisataan
berupa alam dan budaya yang masih | ‘ elum tergarap.
Keberadaan Bandar udara internasional @mational Airport) di
Katapiang, dalam wilayah kabupatep—Radang Pari juga menjadi faktor
pendorong yang kuat agar Pe D etempat secara serius
menggarap potensi kepariwisatagnryq. Wala demikian, potensi tersebut di

nda%konomi kepariwisataan juga dari

n dijelaskan berikut.

Konflik-Konflik
Konflik-konflik fii @

dapat diterangk a

1. Deskri lik

a. i&ai %

M i ber, i Lembah Anai, Korong Kandang Ampek, Nagari Guguk
Kecamatan 2 tanam. Kandang Ampek pada zaman Belanda merupakan

tempat dibang a pabrik susu perah, tanahnya berupa koral dan karenanya
cukup gersang untuk budidaya pertanian. Setelah tidak ada pabrik susu perah,
mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah mencari kayu api. Begitu
tidak menjanjikannya secara ekonomik, Kandang Ampek digambarkan oleh

penduduknya dalam sebuah pantun:
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Kandang ampek kampuang tasapik
Lalu babunyi si lonceang tigo
Kok nyo dapek jalan ka langik

Tampan ka tingga dunia nangko.!

diungkapkan oleh
68. Objek

t
wisata alam yang sudah terkenal di kawasan itd”_ads Mantu¥, sebuah air

terjun di pinggir jalan dekat persilanganadan%tinggi dengan

Namun potensi daya tarik wisata daerah ini telah disad

Mayor Dahlan, komandan militer Sumatera Tan

jalan kereta api.
Malibou Anai dibangun pada 1997, namun p hun 2000 (3 tahun

ebakaran |t% or mengalami kerugian
pta r at setempat kehilangan
a. Belasan pelaku dalam tindakan

S kum. f% maksiat mengemuka sebagai
Aa ity. u konflik adalah kesalahpahaman

pengelola dengan pe tem@nun secara laten sesungguhnya ada
beberapa faktor y@vjadi pr isi bagi terjadinya konflik. Faktor-faktor
dimaksud ada% @
i. Tidak tergkpmq sika@%pirasi dan tuntutan dasar masyarakat dalam
negosia basan dan penetapan kebijakan publik.
ii. tuk n@roleh lapangan kerja dan kesempatan berusaha baru,
R-Si

A a. Tuntutan warga cenderung ditanggapi pengelola
n pﬁz an “kekuasaan” melalui pembekingan oknum tentara. Hal

an bibit permusuhan yang potensial membuahkan konflik.

Q
c

itu menum
iii. Pemuda setempat meminta persentase retribusi, terutama dari hasil
penyewaan bumi perkemahan, tanpa ikut memberikan kontribusi, seperti

dalam hal pengamanan.

T Wawancara, 14 Mei 2006, di Malibou Anai
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iv. Tidak berjalannya sistem sosial di masyarakat setempat, menyebabkan

konflik tidak terantisipasi.

b. Lubuk Bonta
Lubuk Bonta berada di Korong Tarok, Nagari kepala

, Kecamatan 2X11
Kayutanam. Objek wisata Lubuk Bonta, yang berad san perkebunan
ckas e (Refinaldi,

pengelolaannya
&sebagian lahan

sembunyi-sembunyi

dilakukan oleh purnawirawan ABRI asal Jaw

perkebunan untuk perumahan dilakukan

itu ternyata memperolely pe
Badan Pertanahan N

retribusi sering terjgdi, \ab¥ara p
antara sesam@

c. Objek Wntai @
Dari se@ﬁ 7y bibir pantai yang dimiliki kabupaten Padang Pariaman,

ter

ang dijadikan objek wisata. Konflik-konflik terjadi
ber deng8 retribusi. Di satu pihak, masyarakat setempat
berpandangahwa retribusi kunjungan merupakan hak mereka, karena
alam; hutan; gunlng; dan pantai merupakan ulayat nagari bersangkutan. Oleh
karena itu, petugas lapangan dari dinas terkait seringkali diusir. Sedangkan di
pihak lain, aparat pemerintah terkait berpandangan bahwa retribusi itu

merupakan hak sekaligus sumber pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah,

2 Wawancara 13 Mei 2006, di Malibou Anai.
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karena sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, alam; hutan;

gunung; dan pantai, adalah tanah negara.

2. Bentuk-Bentuk Konflik

Konflik di objek wisata lahir dalam bentuk konflik horiz an vertikal; konflik

laten dan manivest; konflik konstruktif dan anarkhis

a.

memu§§
Sa
] ik/ kon

Konflik vertikal terjadi antara masyarakat deng erinta di tingkat
nagari maupun yang lebih tinggi. Substansi vetti efkaitan dengan
tuntutan kebijakan partisipatif; kebij Qg meng odasi tuntutan

dan kebutuhan masyarakat tempat “sgb itu dilaksanakan,

terutama berkaitan dengan pembagiqn “kue” parj
Konflik horizontal terjadi di anl’é@ama =

masyarakat setempat,
berupa perebutan hasil @Jungak wisata.

Konflik laten merupak enih@musuhan yang tumbuh akibat

“kecurangan, peleceh%@ peng

pihak lain, baik ol at pergel] maupun pengusaha. Hak-hak itu
berupa hak partigi lam k an publik dan hak sosio kultural dalam
wujud “an eré@w beru ek wisata di tanah ulayat.

Konflik m;%ﬂunc I@ a konflik laten tidak tarpahami secara arif,
(@L |§:

atas hak-hak warga negara oleh

sehingg tuan (dia tidak tertembuskan. Akumulasi konflik laten

dak dalam bentuk konflik manives, yang dalam batas

g konstruktif tetapi seringkali justru destruktif

; muncul dalam bentuk protes argumentatif yang
disampai bagai kritik dan koreksi terhadap suatu kebijakan publik.
Sayangnya, sefingkali ditanggapi dengan sikap dingin dan tertutup, akhirnya
berkembang menjadi benih-benih permusuhan dan perlawanan dan meletus
menjadi konflik anarkhis.

Konflik destruktif lahir dalam bentuk anarkhis, yaitu bentuk perlawanan
terhadap kekuasaan, dengan tindakan-tindakan tak terkontrol dan melawan

hukum. Akibat anarkhisme itu sangat buruk karena menimbulkan trauma
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dan kerusakan psikologis berat bagi korbannya, yang membutuhkan waktu
lama untuk pemulihannya dan menghambat bagi berjalannya suatu program

pembangunan masyarakat

3. Fungsi dan Makna Konflik

Bentuk-bentuk Konflik-konflik, sebagaimana dideskrj n tas, mengemban

mbanjadi faktor
penghambat bagi keberlangsungan sosio kulta g fuqgsi konstruktif
berperan sebagai kritik; koreksi-evalua@ faktor p ong terjadinya

fungsi destruktif dan konstruktif. Fungsi destrukti

kohesi sosial.

a. Konflik sebagai Destruksi

Konflik-konflik sebagai destruksi, b@n
setidaknya lima aspek, yagx ideolog istem sosial yang mandeg,
persoalan tanah ulayat, le oordingsi{dan kerjasama antar kelembagaan

anives, bersumber pada

1o

terkait, serta kualitas sum manu ng relatif rendah.

i. Faktor Ideologis @ %

Masyarakat Mina@ arat memegang teguh falsafah Adat
Basandi Syar S Basapd

bersendi Al

abullah (Adat bersendi Islam, dan Islam

am cukup kuat memberi corak pemikiran dan
amata itu, kepariwisataan dipandang sebagai
i r@ak bebas maksiat, sesuai imej 5S (sun, sex, sights,

i ick, 2002). yang melekat padanya. Kebijakan kompro-
Idak serta merta menghapus imej maksiat itu, akan tetapi
melukiskan sik mbiguitas dalam pengembangan kepariwisataan di Sumatera
Barat (Hasanuddin, 1999, op.cit). Berhadapan dengan kenyataan itu, alasan
ideologis “memberantas aksiat” dijadikan “tameng” pembenar tindakan

provokatif dan anarkhis dalam konflik di objek wisata, seperti pada kasus
Malibou Anai.’

3 Wawancara 13 Mei 2006, di Malibou Anai.
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ii. Sistem Sosial yang mandeg

Secara konseptual, sistem adat Minangkabau tidak memberi ruang untuk
apapun bentuk tindakan anarkhis. Sekalipun konflik diniscayakan terjadi,
basilang kayu dalam tungku, baitu api mako ka iduik (bersilang kayu dalam

tungku, dengan begitu maka api akan hidup), tetapi ensus selalu mesti

diperoleh. Struktur masyarakat dibentuk berdas rkhi ‘kebenaran’
bahwa kamanakan barajo ka mamak, mamak @ka p, pangulu
barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan ba a Bargjq k&alue jo patuik

ja kepada hulu, penghulu

ang , yang benar beraja
kepada alur dan patut). Dengan stru begitu, ti tindakan yang tidak

terkontrol. Suatu tindakan meru eputusan final, setelah

r@ﬂbawanya kepada permufakatan)
dan dipertimbangkan betgass bangan hukum) dan kepatutan

Jgn alur
(pertimbangan keman i‘@ Sesu%@ diterima kebenarannya menurut
akan. Untuk menentukan patut atau tidak

alur belum tentu p k diI
suatu tindaka n par 5
T :';Ei )

raso atau rasa bang rasaan): raso dibao naiak, pareso dibawa turun
‘rasa dibawa periks@wa turun’. Jadi, tindakan mestilah sintesis dari
berbagai ada dan diperdebatkan secara rasional dan emosional.

ikia u tindakan anarkhis, seperti dalam kasus terbakarnya
obj a Ma‘@nai tahun 2000, jelas mencerminkan tidak bekerjanya
sistem sosial@?syarakat tempat objek wisata itu berada. Desakan ekonomi
dan berbagai tuntutan riil kehidupan, telah mengakibatkan renggang dan nyaris
putusnya hubungan ideal pemuda (para kemenakan) dengan Wali Nagari, ninik

mamak dan pemuka masyarakat lainnya (para mamak), sehingga masing-

masing cenderung melakukan tindakan sendiri-sendiri.
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iii. Persoalan Tanah ulayat

Objek wisata alam (hutan, pantai, danau, sungai, gunung, dan lembah), yang
sejauh ini diandalkan Sumatera Barat, secara adat meupakan ulayat, suatu
kaum; suku; atau nagari.* Namun hal itu berhadapan dengan ketentuan hukum

negara yang menempatkan semua itu sebagai milik n Tarik menarik oleh

dua sumber hukum itu menjadi dasar terjadinya konffik

iv. Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia @

Secara kelembagaan, visi kepariwisataan pem era@ng Pariaman
dikélola oleR’ Kantor Pariwisata

ataan
g ;], ayak mberdaya manusia

yang relatif belum memadai.” Demiki ula, kerja

masih lemah. Saat ini urusan kepariwis
Seni Budaya, dengan fasilitas yang relati

ntas-lembaga, antara

Lembaga Kepariwisataan (Dinas/ tof Parl

Dispenda, Badan Pertanahan N atpol

sinergik-konstruktif. 0% %

b. Konflik sebagai Kon i

& &5
Konflik tidak selalu @n berpotensi konstruktif juga. Fungsi
|

Seni Budaya) dengan

dan nagari, juga relatif tidak

konstruktif konflik{lekild [dapat sebagai “hikmah” di balik konflik. Fungsi

itu berupa krit%ksi—ev I@, dan kohesif.

konflik. K

eva

iK-Mmerupakan ekspresi kritik terhadap diri dan lawan, koreksi-

ijakan-kebijakan yang dibuat, dan penyadaran bagi
pe an k& @ osial (ikatan-ikatan persaudaraan antar individu dan
kelompok di@n kehidupan masyarakat). Jelasnya, konflik menumbuhkan
kesadaran hukum, kesadaran perlunya kebijakan publik yang partisipatif
dengan mengakomodasi aspirasi-aspirasi, tuntutan-tuntutan, kebutuhan-
kebutuhan warga yang akan dipengaruhi atau menanggung akibat dari

kebijakan itu, kesadaran sosial investor, dan kesadaran perlunya peningkatan

4 Wawancara 15 Mei 2006, di Pariaman..
5> Wawancara 15 Mei 2006 di Pariaman.
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kinerja dan kerjasama kelembagaan yang terkait dengan pengembangan
kepariwisataan, seperti Dinas Pariwisata; Dinas Pendapatan Daerah; dan Badan
Pertanahan Nasional. Fungsi konstruktif juga mendorong pemerintah, investor,
dan masarakat untuk berpikir kreatif; inovatif; dan profesjonal, untuk membuka

lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang

am, tidak hanya
memperebutkan “anugerah” berupa keindahan a ta menanam bibit

memperindahnya untuk kemudian dipetik hasilnya. @

O
PENUTUP @
@ak dapat dipungkiri,

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepariwisat
menjadi sektor andalan pemban kon @ah di masa datang.
Kabupaten Padang Pariaman mepriti uan
cukup baik, karena keml@ah essibilitas~\dan keunikan sosio kultural
masyaraktnya. Namun, p
konflik. Konflik-konflik t
dan manives, maupun ktif d ruktif.
Konflik-konfj{
Konflik-konfli
setidaknya * @d} spek ideologis, sistem sosial yang mandeg,
persoalan fanah-ulayat, le ya koordinasi dan kerjasama antar kelembagaan
terkai 4@3 ualit mberdaya manusia yang relatif rendah. Fungsi dan
m

truktI| lebih dapat dilihat sebagai “hikmah” di balik konflik.
Fungsi ber Rritik, koreksi-evaluatif, dan kohesi sosial. Konflik merupakan

ensi kepariwisataan yang

ahiwisataan di daerah ini tidak bebas

ekspresi kritik adap diri dan lawan, koreksi-evaluatif terhadap kebijakan-
kebijakan yang dibuat, dan penyadaran bagi pemeliharaan kohesi sosial
(ikatan-ikatan persaudaraan antar individu dan kelompok di dalam kehidupan
masyarakat). Jelasnya, konflik menumbuhkan kesadaran hukum, kesadaran
perlunya kebijakan publik yang partisipatif (dengan mengakomodasi aspirasi-
aspirasi, tuntutan-tuntutan, kebutuhan-kebutuhan warga yang akan dipenga-

ruhi atau menanggung akibat dari kebijakan itu), kesadaran sosial investor, dan
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kesadaran perlunya peningkatan kinerja dan kerjasama kelembagaan terkait,

serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. ***
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